
BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 9 TAHUN 2 018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 6 5 TAHUN 20 ] 7 
TENTANG PENJ ABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KAB UPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 201 8 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

a. bahwa dengan adanya dana bantuan keuangan dari 
Pemerintah Provinsi J awa Barat, Penyesuaian Dana Desa 
dari pemerintah pusat, penggunaan anggaran pos beJanja 
tidak terd uga untuk kegiatan renovasi gedung sekretariat 
daerah dan ged ung sekretariat DPRD serta terdapat 
pergeseran antar objek dan rincian objek belanja pa da jenis 
bela nja dan kegiatan yang sarna, dipandang perlu 
mengubah Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 6 5 Tahun 
20 17 tentang Penja baran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggara n 2018; 

b . bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 
33 Tahu n 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapa tan dan Belanja Daerah Tahun Anggara n 2018, 
Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dan dana transfer 
Jainnya yang sudah jelas perun tukannya erta pelaksanaan 
kegiatan dalarn keadaan darurat dan/atau mendesak 
lainnya yang belum cukup ter sedia dan / atau belum 
dianggarkan, dapat dilaksanakan mendahului penetapan 
Peraturan Daerah ten tang Perubahan APBD dengan cara 
Menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan 
Penjabaran APBD"; 

c . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalarn huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Tasikmalaya ten tang Perubahan Atas Peraturan 

Bupati Tasikmalaya Nomor 65 Tahun 2017 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan BeJanja Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2018 ; 
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1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten 

ten tang 
Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 
1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten 
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ten tang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indon esia Nomor 3851) ; 

3 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lemba ran Negara 

tentang 
Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5 . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ten tang Sistem 
Perencana an Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 , Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daera h (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) , sebagaimana telah 
diu bah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

9 . Peraturan Pemerin tah Nomor 8 Tahun 2006 ten tang 
Pelaporan Keuangan dan KineIja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614) ; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
PengeIoIaan Uang Negaraj Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 738); 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 1 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Rep ublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 , Tambahan 
Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 5165) ; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ten tang 
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 201 4 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5558) , sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 20 14 tentang 
Dana Desa Yang Bersu mber Dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik In donesia 
Tahun 2016 Nomor 57 , Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5864) ; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 201 7 tentang 
Pembinaa n dan Pengawasan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Penyelen ggaraan 
Negara Republik 

Indonesia Tahun 20 17 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indon esia Nomor 6041) ; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah , 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310) ; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata 
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah ten tang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 525); 
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang bersumber dari Anggaran Pendapa tan dan Belanja 
Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahu n 2016 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pedoman 
Pemberian Hibah dan Bantuan So sial yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan BeJanja Daerah; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahu n 2014 
tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran 
Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, 
Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan 
Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 20 14 Nomor 1744); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahu n 2017 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825); 

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 226/PMK.07/2017 
tentang Peru bahan Rincian Dana Desa menurut Daerah 
Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara 
Rep ublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971); 

20. Peraturan Daerah Provinsi J awa Barat Nomor 17 Tabun 
2017 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2018; 

21. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 91 Tahun 
2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2018; 

22. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 976/Kep.1217-
BPKAD/2017 ten tang Perkiraan Alokasi Penerimaan Dana 
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 

2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 
Nomor 4) ; 



Menetapkan 

- 5 -

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor J Tahun 
2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 
2016 Nomor 1) ; 

25 . Peraturan Daerah Kabupaten TasikmaJaya Nomor 3 Tahun 
2016 ten tang Urusan Pemerintahan yang menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 

Nomor 3) ; 
26. Peraturan Daerah Kabupaten TasikmaJaya Nomor 7 Tahun 

2016 tentang Pembentukan d an Sususnan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ta sikmalaya Tahun 
2016 Nomor 7); 

27 . Peraturan Daerah Kabupaten TasikmaJaya Nomor 8 Tahun 
2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Ka bupaten TasikmaJaya Tahun Anggaran 2018 (Lembaran. 

Daerah Kabupaten Tas ikmalaya Tahun 2017 Nomor 8 ); 
28. Peraturan Bupati Ta sikmalaya Nomor 65 Tah un 2017 

ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan BeJanja 
Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Ka bu paten 
Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 65); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATT TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATT TASIKMALAYA NOMOR 65 TABUN 2017 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 
ANGGARAN 2018 . 

Pasal I 

Beberapa ketentu an dalam Pera turan Bu pati TasikmaJaya Nomor 65 Tahun 2017 
tentang Penjabaran An ggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
TasikmaJaya Tahu n Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten TasikmaJaya 
Tahun 2017 Nomor 65), diubah sebagai berikut: 

l. Ketentuan Pasal 1 diu bah , sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

Pa saJ 1 

Anggaran Pendapatan dan BeJanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai 
berikut : 
1. Pendapatan Daerah 

a . Pendapatan Asli Daerah 
b . Dana Perimbangan 
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 

Jumlah Pendapatan 

Rp. 
Rp. 

247.955 .999.553,00 
2.084 .130.581 .000,00 

Rp. 914.997.255.400,00 
Rp. 3.247.083.835.953,OO 
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2. Belanja Daerah 
a . Belanja Tidak Langsung 

1) Belanja Pegawai 
2) Belanja Bunga 
3) Belanja Subsidi 
4) Belanja Hibah 

5) Belanja Bantuan So sial 
6) Belanja Bagi Hasil 
7) Belanja Bantuan Keuangan 
8) Belanja Tidak Terduga 

b . Belanja Langsung 
1) Belanja Pegawai 
2) Belanja Barang dan Jasa 
3) Belanja Modal 

Jumlah Belanja 
Surplus / (Defisit ) 

3. Pembiayaan 
a . Penerimaan 
b . Pengeluaran 

Jumlah Pembiayaan Netto 
Blsa Leblh Pembiayaan 
Anggaran Tahun Berkenaan 

Rp . 1.422 .802 .280.505,00 
Rp. 0 ,00 
Rp. 0 ,00 
Rp . 141.985.400.000,00 

Rp. 5.000.000.000,00 
Rp. 8.094.345.120,00 
Rp. 561.195.371.386,00 
RD. 5 .000.689 .000 ,00 
Rp. 2 .144.0 78.086.011,00 

Rp. 82 .692.333 .373,00 
Rp . 635.349.698 .438,00 
RD. 467.395.545.82 1.00 
Rp. 1.185.437,577,6 32,0 0 
Rp. 3 .329.515.663.643 ,00 
Rp. (82.431.827.690,00) 

Rp. 8 5.731.827.690 ,00 
RD. 3.300.000.000,00 
Rp. 82.431.827.6 90,00 

Rp. 

2. Ketentuan Pasa! 2 diubah, seh ingga Pasal 2 berbu nyi sebagai berikut: 

Pasal 2 

Uraian lebih lanjut Penjabaran An ggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaks ud dalam Pasa! 1, tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bu pati ini, terdiri dari: 

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD; 

2 . Lampiran II Rincian Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
BeJanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi , Pendapatan, BeJanja dan Pembiayaan Tahun 
Anggaran 2018; 

3 . Lampiran 1II DaItar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah 
Yang Diterima; 

4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan 

Sosial Yang Diterima. 
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Pasalll 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya. 

Diundangkan di Singaparna 
pada tanggal 12 FJbruari 2018 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TASIKMALAYA, 

~ODlR 

Ditetapkan di Singaparna 
pada t ggal 12 Fabruari 2018 

UUR <><-lQU."'-" U LU M 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2018 NOMOR 9 


